
BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK 

 
A. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

 Mengenai pengertian anak ini penulis akan memberikan pengertiannya dari 

berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti : 

1. Hukum Pidana 

2. Hukum Perdata 

3. Hukum Adat 

4. Hukum Islam 

5. UU No. 1 Tahun 1974. 

6. UU No. 3 Tahun 1997 

7. UU No. 23 Tahun 2002 

8. Jurisprudensi. 

ad. 1. Hukum Pidana 

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 

KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai 

anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang 

belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin. 

ad. 2. Hukum Perdata 

 Mengenai pengertian anak di dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada 

ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga 
17 
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diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa 

menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, 

dimana menurut pasal tersebut dinggap belum dewasa adalah mereka yang belum 

berumur 21 tahun.Jadi adapun pengertian wanita di bawah umur berdasarkan KUH 

Perdata adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa. 

ad. 3. Hukum Adat 

 Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum, dewasa atau sudah 

dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa 

sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana 

tersebut adalah seperti : Ter Haar yang mengatakan : 

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan-

persekutuan hukum yang kecial adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan 

apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya 

ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya 

sendiri.8 

 Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa 

yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di 

bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah 

orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri. 

 

8 Ter Haar, Azas-Azas Hukum Adat, Armico, Bandung, 1984, hal. 47. 
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ad. 4. Hukum Islam. 

 Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam 

ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang 

dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana 

bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan 

mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum 

dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi). 

ad. 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas 

usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja  Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 

ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 

tahun dan wanita 16 tahun. 

ad.6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) 

tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

ad.7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. 

ad.7. Jurisprudensi 

 Menurut jurisprudensi anak adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 
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Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan 

 

B. Pengertian Anak Selaku Subjek Hukum 

 Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita 

bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak 

di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada 

pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah 

tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia 

pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan.  

Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius 

bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada 

pertimbangan agama, hukum, dan sosiologis yang mendudukkan pengertian anak 

semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang.9 

Khusus dalam kawasan hukum anak memang dipandang sebagai subjek 

hukum. Di mana dalam peletakan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari 

proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang 

mencakup   pada   peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil 

dalam    ruang   lingkup   hukum   perdata   maupun hukum publik, khususnya hukum  

 

9 Soejono Soekanto, Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, Rineka 
Cipta, Jakarta, 1990, hal. 11. 
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pidana. Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi bahwa sebenarnya, berlakunya manusia 

sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia 

meninggal dunia; malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat 

dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir).10 Jika hal diperlukan unuk 

sesuatu hal tertentu. 

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang nornal 

atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang 

menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur 

eksternal, yaitu : 

1. Unsur internal dalam diri anak : 

a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai human right 

yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang 

belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak 

mampu melakukan perbuatan hukum. 

b. Persamaan hak dan kewajiban anak (recht gelijkstelling en kind plicht), 

seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang 

dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan 

perbuatan hukum. Hukum memposisikan anak sebagai mediator hukum untuk 

dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan 

10 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 
1986, hlm. 117. 
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atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai 

subjek hukum normal. 

2. Unsur eksternal pada diri anak : 

a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (gelijkstelling in 

voor het recht), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai 

seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan 

oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula 

ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan 

dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. 

b. Hak-hak istimewa (bijzondere rechten) yang diberikan negara atau pemerintah 

yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan 

lainnya. 

Pengklasifikasian anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Berbagai 

makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar 

menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. 

Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, 

makna dan tujuan.11 

Sedangkan di dalam masyarakat kedudukan anak memang sudah memiliki 

makna dari sub-subs sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan 

dan sub sistem sosial kemasyarakatan yang universal. Pengertian sosial 

11 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 22. 
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kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari 

beberapa aspek kehidupan. 

 

C. Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang Tua 

 Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok 

melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak 

adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. 

Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan 

mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu 

mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang 

akan datang. 

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong 

belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang 

perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang 

pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus 

akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami 

perubahan setiap saat.12 

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para 

orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan 

pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi 

12 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 21. 
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dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur 

pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan 

oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan 

TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-

orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai 

teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk 

bekerja di instansi masing-masing. 

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, 

menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap 

anak. 

1. Hak dan Kewajiban Anak  

 Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan 

ulasannya dipaparkan pada bagian berikut : 

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 194 

dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. 

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama 
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yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang 

anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartride, karena perpindahan orang 

tua dan sebab-sebab lainnya. 

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan  orang tua. 

(Pasal6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan 

kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya 

(kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. 

Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam 

bimbingan orang tuanya. 

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh 

orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk 

mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan 

silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, 

sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar 

anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan 

dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat 

istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak. 

e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8). 

f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 
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bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga 

berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9). 

g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, 

dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya 

demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 

(Pasal 10). 

h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 

kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11). 

i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini 

dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat 

kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, 

eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, 

ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi 

misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis 

kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan 

kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau 

perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh 
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keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya 

tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk 

memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan 

yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau 

tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan 

penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak 

semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, 

misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau 

kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan 

pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. 

k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan 

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). 

Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang 

tuanya. 

l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalah gunaan dalam 

kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa 

bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang 

mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasa; 15). 

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan 

tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. 

m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
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penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh 

kebebasan sesuai dengan hukum . (Pasal 16). 

n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara 

manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh 

bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya 

hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan 

pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk 

umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual 

berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini 

bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari 

psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa. 

o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 

bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk 

bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. 

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, secara khusus disebutkan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Untuk 

lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut ini : 

a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan 

negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak 

itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. 

b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, 
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dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas 

suatu nama dan status kewarganegaraan. 

c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, 

pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin 

kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya 

diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua 

dan atau wali. 

e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur 

oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan 

dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka 

anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan 

dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk 

mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila 

kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. 

g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk 
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kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual 

selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 

h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan 

dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah 

yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi 

anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara 

tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang. 

i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. 

Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan 

tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai 

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 

j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, 

berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya 

demi pengembangan dirinya. 

k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. 

l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, 

sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur 

kekerasan. 

m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi 
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ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat 

mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental 

spiritualnya. 

n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan 

pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 

o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, aatu 

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau 

hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain 

itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan 

hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan 

sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya 

terakhir. Selanjutnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 

mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan 

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang 

dewasa, kecuali demi kepentingannya. Serta setiap anak yang dirampas 

kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Akhirnya setiap anak 

yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh 

keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam 

sidang yang tertutup untuk umum. 

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam kedua 
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undang-udang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana 

kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Meskipun sebagian dari isi 

pasal-pasal tersebut terjadi overleping (bertumpang tindih) antara kedua undang-

undang tersebut. 

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua 

 Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap 

anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada 

pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua 

terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara 

lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 

45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa : 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya. 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

 
Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam 

masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi 

seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut. 

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa : 
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(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 
dalam dan di luar Pengadilan. 

 
Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam 

masalah perbuatan hukum (law action) baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan 

tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang 

tuanya. 

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi : 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang 
tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara 
kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan 
keputusan Pengadilan dalam hal-hal : 
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 
b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

(2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.13 

 
Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam 

masalah pembiayaan hidup anak (cost of living). Meskipun kekuasaan orang tua telah 

dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut. 

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang 

dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan  

Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut : 

(1) Orang tua berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk : 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan 
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c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 
(2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, 

atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 
tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan 

kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik 

dan mampu mencapai kehidupan yang mapan. 

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang 

dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : 

“Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar 

kepada anaknya”. 

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan 

kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai 

kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdi kepada nusa dan 

bangsa. 

 

D. Peranan Masyarakat Terhadap Anak 

 Peranan masyarakat terhadap anak adalah peranan yang dimainkan oleh 

masyarakat dalam kerangka pelaksanaan perlindungan anak. Perhatian terhadap anak 

sudah lama ada sejalan dengan  peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari 

semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan,   masa   depan   bangsa   dan   
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negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat 

berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. 

 Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak 

tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 

yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula 

Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas 

kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Pebruari 1946. 

Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan 

terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok 

Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan 

pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988 

tentang Usaha Kesejahteraan Anak. 

Secara internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirnya Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak Indonesia telah meratifikasi 

konvensi tersebut dengan Keputusan Presdien No. 36 Tahun 1990. Konvensi itu 

memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin 

terlaksananya hak-hak anak.13 

 
 
 

13 Darwan Prinst, Op.Cit., hlm. 4. 
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 Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 secara tegas 

melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak terpaksa 

melakukan pekerjaan di sektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup 

keluarganya.  Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974) juga pada beberapa pasalnya mengatur tentang anak. Demikian juga undang-

undang yang secara khususnya mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada dasarnya memuat 

ketentuan tentang : Hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, 

kedudukan anak, kuasa asuh, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan 

anak, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat serta Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia. 

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

 Menghadapi kenyataan tersebut, lembaga peradilan termasuk Mahkamah 

Agung  seringkali membuat putusan yang kontradiktif. Pada satu putusan perkawinan 

yang  hanya   dilangsungkan  menurut adat, kepercayaan, tanpa didaftarkan sesuai de-

ngan ketentuan yang berlaku dikatakan belum ada. Akan tetapi pada putusan lain 

dikatakan sah dan sudah ada.  

 Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, adalah anak di luar 

kawin dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebaliknya anak sah, 
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adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sahlm. Inilah arti penting dari 

putusan Mahkamah Agung No. 373K/Pdt/1994 tersebut, karena dengan demikian 

anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan sesuai ketentuan yang 

berlaku adalah menjadi anak sah. 
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